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PERATURAN GUBERNUR PROVINGI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 121 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA

Manimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

-

bahwa dengen Peraluran Gubemur Nomor 134 Tghun 2005 telah

diatur :rnen%e;ml pernbertan bantuan sosdal kepada korban bencana
d Provinsi Dasrah Khusus. thukota Jakarta

bahwa dslam rangka peningkatan kualitss pelayanan  dalam
pembenan bantuan sosid penangguléngan korban bencana perh
menyempumakan Peraluran Gubemur sebagaimana dimaksud pada
hunif a harena sudah tdak sesus dengan kondisi saat ini;

babwa berdasarkan pedimbangan sebagadmana dimaksud pada
huruf a dan huuf b, perlu menatapkan Peraturan Gubemur tentang
Pemberian Bantuan Sosial Penanggulangan Korban Bencana; '

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepogawaian ssbagalmena telsh diubzh dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1099;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Hndmg LUndang Nomor 1 Tahun 2004 entang Perbendaharaan
Negara,

Undang-Undang MNomce 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangar;

Undang-Undang Momor 15 Tahun 2004 tenlang Psamerksaan
Pengelolaan -dan Tangqung Jawab Pengelolaan Kevangan Negara;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemarintahan
Dasrah sebagamana felah beberapa kall diubzh terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana,
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pamerintaban
FProvinsi Daerah Khusus bukola Jakarta sebagal Ibukota Negara
Kesatuan Republk donesia;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tenfang Kesejahteraan

Sosial;

Paraliran Pemarnntah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pangelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja [nstansi Pemeri ntah;

Peraturan Pemeintah Nomor 38 Tahun 2007 tertany Pembagian
LUrusan Femerintahan artara Pernerintab, Pemerintaban Daerah
Provins) dan POnerafiphan  Kabu paten/Kota;

Peraturan ‘Pemerintah Nomor 33 Tshun 2007 tentang Pengelolaan

Uang Negera/Daerah;

Peraturan Pemeiintgh Momor 41 Tahun 2007 tentang Organisasl
Pevangkat Daorah;

Peraturan  Pemerintah  Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyslenggaraan Penangguiangan Bencans;

Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Pedoman Penpalolaan Heuangan Daenh sebagaimana telsh diubah
dengan Peraluran Menkeri Dalam Negeri Nomar 88 Tahun 2007,

Perduran Mentari Dalam Negerl Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pdla
Orpanisasi ‘Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus  lhukota

Jakarta;

Peraturan Daersh Nomor 5 Tahun 2007 temtang Pokok-pokok.
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraluran Dasrah Nomar 10 Tahun 2008 tentang Organigasi
Pevangkat Daerak

Peraturan Gubenaw Momor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendspatan dan Belanja Daerah Khusus
Ibukota Jakana, sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan
Gubermur Nomor 174 Tahun 2009;

Peraturan Gubamur Nomor 104 Tahun 2009 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Sosia;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN -GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SQSIAL
PENANGGULANGAN ORBAN BENCANA




BARB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Paraturan Gubermur inl yang dimaksud dengan :
1. Dawah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta,

2. Pemerirtah Daerab adalah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagai
unswr penyelengoara Pemerintahan Daerah. '

2 Gubemur adalah Gubemur Provinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta.

4 JDirlzas Bosial adalah Dnas Sosial Provingi Daerah Khusus Ibukota
Bkarta

5. Bantuan Sosial adatah Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah
Provinsi Daerab Khusus Bbukota Jakarta dalam rangka pemenuhan
dan/atau membantu pemenuhan kebutuhan desar korban bencana.

6. Bencana adalah Peristiwa: atau rangkaian pecistiwa yang mengancam
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebsbkan bak oeh
fakior abam danfaieu ekior non alam mauvpun fektor manusia
sehingga menpakibatkan tmbuinya korban jiwe danfatad penderiiasn
pada manusia kerusakan lingkungan, Keruglan harta benda dan
dampak psikologs.

7. halansi adalah Lembaga yang dibermuk Pemnerintah Provinsl Daersh

Khusus Ibukota Jakerta yang memilik tugas dan  fungsi
menyelenggarakan penangqulangan bencana di Provinsi Daerah

Khusus lbuknta Jakara
BAE H
-MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Paraturan -Gubsmur inl dimaksudkan sebagai acuan bag Dinas Sosial
dalem pelaksanaan pembedan bantuan sosial penanggulangan korben
bencana.

Pasal 3
Pemberian hantuan sosial kepada karban bencana bertujuan meringankan
beban dan/alau penderitaan karban bencana

BAB I8 ‘

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
Pasal 4

Dinzs Sosial sebagai pelaksana pemberian bantuan soslal penanggulangan
korban bencana




BAB IV
JENS DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL
Pasat 5

denis dan besaran bantuan sosial penanggulangan korban bencana
dapat berupa:

a dapur umum dengan makanan siap saji dan mempunyai nila setinggi-
tinggnya Rp 20.000,00 @ua puluh ribu rupiah) per orang per hari;

b, santunan kematian setingg-tingginya Rp 3.000.000,00 (tiga juta ruplah)
per-orang

penyediaan sandang

penyediaan bubur susu dan susu bayi;
penyedaan ;peralatan ﬁlseragaﬂ sekolaly dan
penyediaan alas tikar atau matrs.
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Pasal 6
Jenis dan besaran bantuan soslal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
disesualkan dengan kebutuhan korban bencana dan  kemampuan
keuangan Pemerintah Daesah.

BAB V

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasa 7
Pelaksanaan pemberian bantuan sosial penanggulangan korban
bencana .ddasarkan pada kebutuhan dan kondsi korban bencana serta
skuasi bencana dengan berkoordnasi dengan nstansi terkait.

BAB VI

LAPORAN

Pasal &
Dinas ‘Sosial menyusun den menyampakan laporan kepada Gubemur
als pekksanaan pemberian bantuan sosial penanggulangan korban
bencana secara borkala danfatau sewadu-waktu selama kejadian
bencana masih berlangsung.

BAB Vi

PENGAWASAN

Pasd 9

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan (Femheﬁan bantuan sosid
[}

penangguiangan kotban bencana dilakukan oleh pengawas
ungsional :sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23

(2) fggngawasan sthagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain
berupa :

a ‘monitoring terhadap peldksanaan pemberian bantuan sosial
penanggulangan korban bencang dan

b pemerdiciaan bdhadap pelaksanaan kegiatan dan
pertanggungfawaban  keuangan pemberian  bantuan  sosial
penanggulangan korban bencana.

BAB VIN
Pembiayaan
Pasd 10
Biaya yang :dikeluarkan wnituk pelaksanaan pemberian bantuan sosial
nanggulangan korban bencana  dbebankan pada  Anggéaran
ndapatan dan Belanja Daeah melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Dinas Sosial,
BAB I1X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Paca saal Peraturan Gubemur ini berlaku, Keputusan Gubermur Nomar
134 Tahun 2005 fentang Permberian Bantuan Sosidl kepada Korban
Bercana d Provinsi Daersh Khusus lbukota Jakarts dicsbut dan
dinyatakan tidak beraku
pPasal 12

Peraturan -Gubemur ini bertalay pada tanggal diundangkan.

Agar setiap ora mengetahuinya, memerintahkan ngan
Peraturan - ubm&g inl dengan ;mnyr?empatannya dalam gem

Provirei Daerah Khusus lhukota Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
pada snggal 16 Juni 2010

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
PTA JAKARTA,

Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

BUKOTA JAKARTA,

MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKDTA JAKARTA

TAHUN 2010

NOMOR 125




